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BUPATI JOMBANG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
JAMINAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai derajat keschatan
masyarakat yang setinggi-tingginya, Pemerintah Dacrah
berkewajiban menyediakan pelayanan keschatan yang
bermutu, aman, efisicn dan terjangkau;

P Y b. bahwa untuk membcrikan pclayanan keschatan yang
bermutu, aman, cfisien dan terjangkau bagi penduduk
miskin di Kabupaten Jombang, perlu diberikan jaminan
keschatan;
c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  scbagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengatur Jaminan
Kescehatan dalam Peraturan Bupati,

Mengingat @ 1. Undang-Undang Nomor- 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-Dacrah Rabupaten dalion
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
(,)“, Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
LS

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-UndangNomor 29 Tahun 2004 tcntang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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10.
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14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistcin
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Keschatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, TambahanLembaran Necgara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemecrintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pecdoman  Penyusunan dan  Pcencrapan  Standar
Pelayanan  Minimal (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 Tata Cara
Hubungan Antar Lembaga Badan Penyeclenggara
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia
Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5473);

Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana tclah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 2595);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
scbagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kcuangan Badan
Layanan Umum Daecrah;
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18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Mcnkes/PIER/
VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Mcenkes/
Per/X /2010 tentang Izin dan Penyclenggaraan Praktik
Bidan,;

20. Peraturan Menteri Kesechatan Nomor 001 Tahun 2012
tentang  Sistem  Rujukan  Pelayanan  Keschatan
Perorangan

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012

tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat;

22. Peraturan Menteri Keschatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Keschatan Pada Jaminan Keschatan
Nasional;
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dacrah
Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
LR

& 24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dacrah Kabupatcn
Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2008 Nomor 7/D) scbagaimana tclah diubah dengan
Peraturan Dacrah Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran
Daerah Tahun 2011 Nomor 9/D);

25. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Dacrah
Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 12/C);

26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Keschatan di Rumah Sakit Umum
Daerah Ploso (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2012 Nomor 1/C);

27. Peraturan Bupati Nomor 13A Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22
Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Keschatan
(Berita Daerah Kabupaten Jombang tahun 2011 Nomor
13A/C)

28. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Retribusi  Pelayanan  Kesehatan  (Berita  Dacrah
Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 39/C);

29. Peraturan Bupati Nomor 21A Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Keschatan
Masyarakat dan Dana Jaminan Persalinan (Berita

Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor21A/L5).

b
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MEMUTUSKAN:
Menctapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG JAMINAN
KESEHATAN.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Dacrah adalah Kabupaten Jombang.




10.

11.

12.

13.

14,

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Bupati adalah Bupati Jombang.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Jombang.
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten
Jombang.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asct
Daecrah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa
perlindungan  keschatan agar peserta  memperoleh
manfaat pemeliharaan keschatan dan  perlindungan
dalam memenuhi kebutuhan dasar keschatan yang
diberikan kepada setiap orang yang pembiayaannya
ditanggung oleh Pemerintah Dacrah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah, yang
sclanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan
disctujui bersama oleh Pemerintah Dacrah dan DPRD
dan ditetapkan dengan Pcraturan Dacrah.

Pusat Kesehatan Masyarakat, yang sclanjutnya discbut
Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Kabupaten Jombang yang bertanggungjawab
menyelenggarakan  sebagian tugas pembangunan
kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi Puskesmas
dengan atau tanpa perawatan, Puskesmas Pcmbantu,
Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa, dan Pondok
Keschatan Desa.

Fasilitas  Keschatan adalah  fasilitas  pelayanan
keschatan yang digunakan untuk menyclenggarakan
upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotil,
preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang
asing yang bertempat tinggal sccara sah di wilayah
Daecrah.

Kartu Tanda Penduduk, yang sclanjutnya disingkat IKTP
adalah identitas resmi penduduk scbagai bukti diri yang
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Jombang.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sclanjutnya
disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk
yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan olch
Instansi Pelaksana.

Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah
kartu identitas keluarga yang memuat data tentang
nama, susunan, hubungan dalam keluarga scrta
identitas anggota keluarga.




15.

16.

17.

Surat Keterangan Miskin adalah surat keterangan yang
diberikan kepada penduduk miskin secsuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Penduduk Miskin adalah penduduk yang tidak mampu
memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kartu Jombang Sehat yang selanjutnya discbut KJS
adalah kartu yang diberikan kepada penduduk miskin
di Kabupaten Jombang dalam program Jaminan
Kesehatan.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan scbagai dasar hukum
pelaksanaan jaminan keschatan pada fasilitas pclayanan
kesehatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

as

b.

meningkatkan kualitas pelayanan keschatan kepada
penduduk miskin;

memperluas akses pelayanan keschatan  kepada
penduduk miskin;

meningkatkan derajat keschatan penduduk miskin;

meningkatkan kepastian pelayanan keschatan kepada
penduduk miskin pada fasilitas pelayanan kesehatan,
dan;

meningkatkan tertib pelayanan keschatan kepada
penduduk miskin pada fasilitas pclayanan keschatan.
BAB III
KEPESERTAAN
Pasal 4
Peserta jaminan keschatan adalah penduduk miskin
yang memiliki KTP/KTP-¢l dan/atau KK Kabupaten
Jombang dan tidak menjadi peserta Jaminan Keschatan
Nasional, Jaminan Keschatan Dacrah, atau jaminan
keschatan lainnya.
Penduduk miskin scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut:
a. penduduk miskin yang tercantum dalam database
penduduk miskin yang ditetapkan olch Bupati; dan
b. penduduk miskin yang tidak tercantum dalam
database.
Peserta jaminan keschatan yang tercantum pada
database scbagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul a
mendapatkan KJS.
Peserta jaminan keschatan yang tidak tercantum pada
database sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufl b
diberikan KJS dengan ketentuan:
a. menderita penyakit yang memerlukan biaya di luar
kemampuannya,;




b. menderita penyakit kronis yang memerlukan
perawatan kesehatan seumur hidup dan/atau;

c. mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibatl
dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau
fenomena alam sehingga tidak dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya.

BAB IV
PROSEDUR PENERBITAN KJS
Pasal §
Proscedur penerbitan KJS terhadap penduduk miskin
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hurul «
adalah sebagai berikut :

a. pemohon mengajukan permohonan KJS kepada Bupatli
melalui Pemerintah Desa/Kelurahan dengan memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

1) Mengisi form permohonan penerbitan KJS;

2) Menunjukkan KTP/KTP-cl asli;

3) Menunjukkan KK asli;

4) Melampirkan Kartu Program Keluarga Harapan, jika
ada;

5) Melampirkan Kartu Perlindungan Sosial, jika ada
dan/atau;

6) Melampirkan Kartu Jaminan Keschatan Masyarakat
yvang sudah tidak berlaku, jika ada;

b. Pemerintah Desa/Kelurahan wajib melaksanakan
verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada
huruf a sesuai database penduduk miskin yang
ditetapkan oleh Bupati;

c. apabiia hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
hurul b menunjukkan bahwa pemohon  tercantum
dalam database pecnduduk miskin yang ditctapkan olch
Bupati, maka Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat
Keterangan Penduduk Miskin;

d. Surat Keterangan Penduduk Miskin sebagaimaria
dimaksud pada huruf c¢ Dbeserta persyaratan

sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan kepada
Camat;

c. Camat melakukan verifikasi ulang terhadap
permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d
sesuai database penduduk miskin yang ditetapkan olch
Bupati;

f. apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
pada huruf ¢ sesuai dengan database yang ditetapkan
oleh Bupati, maka Camat membubuhkan tanda tangan
pada Surat Keterangan Penduduk Miskin scbhagaimana
dimaksud pada huruf d;

g. pemohon menyampaikan scluruh berkas permohonan
KJS yang telah ditandatangani olech Camat ke Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk

memperoleh KJS; | (-T




h.

Dinas  Sosial Tcenaga Kerja  dan  Transmigrasi
menerbitkan KJS paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh
empat) jam hari kerja setelah permohonan diterima dan
berkas dinyatakan lengkap.

Pasal 6

Prosedur permohonan penerbitan KJS terhadap penduduk
miskin yang tidak tercantum pada database sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hurufl b adalah scbagai
berikut :

el

pemohon mengajukan permohonan KJS kecpada Bupati
melalui Pemerintah Desa/Kelurahan dengan memecnuhi
persyaratan sebagai berikut :

1) Mengisi form permohonan penerbitan KJS;

2) Melampirkan foto copy KTP/KTP-el dan KK yang
tclah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil:

3) Melampirkan Kartu Program Kcluarga Harapan, jika
ada;

4) Melampirkan Kartu Perlindungan Sosial, jika ada;

5) Melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat
yang sudah tidak berlaku, jika ada;

6) Mclampirkan Surat Keterangan  Dokter  yang
menyatakan bahwa pemohon menderita penyakit
yang mecmerlukan biaya di luar kcemampuannya
dan/atau  menderita  penyakit  kronis  yang
memerlukan perawatan keschatan scumur hidup
dan/atau;

7) Membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang
menyatakan bahwa pemohon mengalami kcadaan
yang tidak stabil scbagai akibat dari krisis sosial,
ckonomi, politik, bcncana, atau [enomena alam
sehingga tidak dapat memenuhi  kcebutuhan
dasarnya.

Pemerintah  Desa/Kelurahan wajib  meclaksanakan

survei lapangan ke alamat pemohon dengan mengisi

form kriteria kemiskinan sesuai dengan kondisi yang
sebenarnya,;

apabila hasil survei schagaimana dimaksud pada hurul

b menunjukkan bahwa pcmohon memenuhi kriteria

kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(4), maka Kepala Decsa/Lurah menerbitkan Surat

Keterangan Penduduk Miskin.

Surat Keterangan Penduduk Miskin scbagaimana
dimaksud pada huruf c¢ Dbeserta persyaratan
sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan kepada
Camat;

Camat melakukan verifikasi  terhadap  pengajuan,
apabila dinyatakan lengkap maka Camat
membubuhkan tanda tangan pada Surat Kcterangarn
Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada hurufl
d;




Pemohon menyampaikan seluruh berkas permohonan
KJS yang telah ditandatangani olch Camat ke Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk
memperoleh KJS;

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
menerbitkan KJS paling lambat 1 (satu) x 24 (dua
puluh empat) jam hari kerja setelah permohonan
diterima dan berkas dinyatakan lengkap.

BAB V
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Jaminan Kesehatan
Pasal 7

Jaminan kesehatan kepada penduduk miskin pada fasilitas
pelayanan kesehatan meliputi seluruh:

a.
b.
c

(2)

biaya administrasi;
pclayanan medis;
penunjang medis;
asuhan keperawatan; dan
asuhan kebidanan.
Bagian Kedua
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 8
Jaminan keschatan berlaku pada [asilitas pclayanan
kesehatan scbagai berikut :
a. Puskesmas;
b. Rumah Sakit Umum Daerah Jombang;
¢. Rumah Sakit Umum Daerah Ploso;
d. rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemerintah

Daerah.

Jaminan keschatan pada flasilitas pclayanan keschatan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mcliputi
pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
Jaminan kesehatan pada fasilitas pelayanan keschatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hurul ¢
dan huruf d meliputi pelayanan rawat jalan dan rawatl
inap kelas I, termasuk pelayanan pada ruang :
a. Intensive Care Unit (ICU).
b. Isolasi.

BAB VI

MANFAAT JAMINAN KESEHATAN

Pasal 9
Setiap Peserta berhak memperolch manfaat jaminan
keschatan  yang  bersifat  pelayanan keschatan
perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif,
kuratif, dan rechabilitatifl termasuk pelayanan obat dan
bahan medis habis pakai scsuai dengan kcbutuhan
medis yang diperlukan.




Manfaat Jaminan Keschatan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas manfaat medis dan manfaal
non medis.

Manfaat medis scbagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi pelayanan keschatan dasar dan pclayanan
kesehatan rujukan.

Manfaat non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi manfaat akomodasi dan ambulan.
Ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya
dibcrikan  untuk pasicn  rujukan  antar Fasilitas
Keschatan.

Pasal 10
Manfaat pelayanan promotif dan preventil meliputi
pemberian pelayanan:
a. penyuluhan kesehatan perorangan;
b. imunisasi dasar;
c. keluarga berencana; dan
d. skrining keschatan.
Penyuluhan  kesehatan  perorangan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi paling scdikit
penyuluhan mengenai pengelolaan faktor  risiko
penyakit dan perilaku hidup bersih dan schat.
Pclayanan imunisasi dasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi Baccile Calmett Guerin
(BCQ), Difteri Pertusis Tetanus dan Hcepatitis-B  (DP'-
HB), Polio, dan Campak.
Pclayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ meliputi konscling,
kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi bekerja
sama dengan SKPD yang membidangi keluarga
berencana.
Vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrascpsi
dasar sebagaimana dimaksud pada avat (3) dan ayat (4
ditanggung oleh Pemerintah Dacrah.
Pelayanan skrining kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurul d diberikan sccara sclcktil yang
ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan
mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit
tertentu.

Pasal 11

Manfaat pelayanan kuratif dan rchabilitatif dilaksanakan
sesuai dengan indikasi medis peserta KJS.

Pasal 12

Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas:

a.

pelayanan kesehatan pada Fasilitas Keschatan tingkal
pertama, meliputi pelayanan kesehatan non
spesialistik yang mencakup:

1) administrasi pelayanan;
2) pclayanan promotil dan preventil;

3) pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
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4) tindakan medis non spesialistik, baik opcratil
maupun non operatif;

S5) pelayanan obat dan bahan mecdis habis pakai;
6) transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;

7) pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium
tingkat pertama; dan

8) rawat inap tingkat pertama sesuai dengan
indikasi.
b. Pelayanan kesechatan pada Fasilitas Keschatan tingkat
lanjutan, meliputi pelayanan keschatan yang mencakup:.
1) rawat jalan yang meliputi:
a) administrasi pelayanan;

b) pemeriksaan, pengobatan dan  konsultasi
spesialistik oleh dokter spesialis dan
subspesialis;

¢) tindakan medis spesialistik  sesuai  dengan
indikasi medis;

d) pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
¢) pelayanan  penunjang  diagnostik  lanjutan
sesuai dengan indikasi medis;
f) rehabilitasi medis;
g) pelayanan darah;
h) pelayanan kedokteran forensik; dan
i) pelayanan jenazah di Fasilitas Keschatan.
2) rawat inap yang meliputi:
a) perawatan inap non intensif; dan
b) perawatan inap di ruang intensif.
Pasal 13
Manfaat akomodasi scbagaimana dimaksud dalam pasal 9

ayat (4) berupa layanan rawat inap ruang perawatan kclas il
bagi peserta KJS.

Pasal 14
Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi:

a. pelayanan kesechatan yang dilakukan tanpa meclalui
prosedur sebagaimana  diatur dalam  peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. pelayanan keschatan yang dilakukan di Fasilitas
Keschatan yang tidak bekerja sama dengan  Dinas
Kescehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat;

c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin olch program
jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau
cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;

d. pelayanan keschatan yang dilakukan di luar ncgeri;

¢. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik/ adat/
kcagamaan,;
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pelayanan untuk mengatasi infertilitas;

pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);

gangguan keschatan/penyakit akibat ketergantungan
obat dan/atau alkohol;

gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti  diri
sendiri, atau  akibat melakukan hobi  yang
membahayakan diri sendiri;

pcngobatan komplementer, alternatif dan tradisional,
termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang
belum  dinyatakan cfcktif  berdasarkan  penilaian
teknologi keschatan (health technology assessment);
pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan
scbagai percobaan (eksperimen);
kecantikan, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
perbekalan kesehatan rumah tangga;
pelayanan keschatan akibat bencana pada masa
tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; dan
biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan
dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.
BAB VII
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15
Pelayanan keschatan bagi Pescerta KJS dilaksanakan
secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dimulai dari
Fasilitas Kesehatan tingkat pertama.

Pelayanan kesehatan tingkat pertama bagi Peserta KJS
diselenggarakan oleh Fasilitas Keschatan tingkat
pertama, kecuali dalam keadaan kedaruratan medis.

Pasal 16
Dalam hal Peserta KJS memerlukan pclayanan
kesehatan rujukan atas indikasi medis, maka

Fasilitas Kesehatan tingkat pertama harus mecrujuk ke
Fasilitas Keschatan tingkat lanjutan sesuai dengan
sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pclayanan Fasilitas Keschatan tingkat lanjutan  hanya
dapat diberikan atas rujukan dari pclayanan Fasilitas
Keschatan tingkat pertama, kecuali pada keadaan gawat
darurat, bencana, kekhususan pcrmasalahan keschatan
pasicn, pertimbangan gcografis dan pertimbangan
ketersediaan fasilitas.

Tata cara rujukan dilaksanakan scsuai dengan
ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang
berlaku.
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Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama
Pasal 17

Pelayanan  kesehatan pada Fasilitas Kesehatan tingkat
pertama merupakan pelayanan kesehatan non spesialistik
yang meliputi :

a. administrasi pelayanan,;

b. pelayanan promotif dan preventif;

c. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;

d. tindakan medis non spesialistik, baik operatil maupun
non operatif;

c. peclayanan obat dan bahan medis habis pakai;
transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;

g. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat
pertama; dan

h. rawat inap tingkat pertama scsuai dengan indikasi
medis.
Pasal 18

(1) Pelayanan kesehatan pada Fasilitas Keschatan tingkatl
pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk
pelayanan medis mencakup:

a. kasus medis yang dapat disclcsaikan sccara tuntas
di pelayanan keschatan tingkat pertama;

b. kasus medis yang membutuhkan pcnanganan awal
scbelum dilakukan rujukan;

c. kasus medis rujuk balik;

d. pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan peclayanan
kesehatan gigi tingkat pertama;

e. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi
dan anak balita olch bidan atau dokter; dan

. rchabilitasi mecdik dasar.

(2) Peclayanan keschatan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai dengan panduan klinis.
Pasal 19

Pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama scsuai
dengan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 huruf h mencakup:

a. rawat inap pada pengobatan/pcerawatan kasus yang
dapat disclesaikan  sccara tuntas di  pelayanan
kesehatan tingkat pertama;

b. pertolongan persalinan pervaginam bukan risiko tinggi,

c. pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau
penyulit pervaginam bagi Puskesmas PONED;

d. pertolongan neonatal dengan komplikasi; dan

c. pelayanan transfusi darah sesuai kompetensi Fasilitas
Keschatan dan/atau kebutuhan medis.
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Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Lanjutan
Pasal 20

Pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan tingkat
lanjutan meliputi:

a. administrasi pelayanan;

b. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik
oleh dokter spesialis dan subspesialis;

c. tindakan medis spesialistik  baik bedah maupun
non bedah sesuai dengan indikasi medis;
d. peclayanan obat dan bahan medis habis pakai;

e. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan scsuai
dengan indikasi medis;

f. rehabilitasi medis;

g. pelayanan darah;

h. pelayanan kedokteran forensik klinik ;

p—te

pelayanan jenazah pada pasicn yang meninggal di
Fasilitas Kesehatan;

j. perawatan inap non intensif ; dan
k. perawatan inap di ruang intensif.

Administrasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri atas biaya pendaftaran pasicn
dan biaya administrasi lain yang terjadi sclama proscs
perawatan atau pelayanan keschatan pasicn.
Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialistik
oleh dokter spesialis dan subspesialis scbagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b termasuk pclayanan
kedaruratan.
Jenis pelayanan kedokteran forensik klinik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul h mecliputi pecmbuatan
visum et repertum atau sural keterangan medik
berdasarkan  pemeriksaan  forensik orang hidup dan
pcmeriksaan psikiatri forensik.
Pelayanan jenazah pada pasicn yang meninggal i
Fasilitas Kesehatan secbagaimana dimaksud pada ayal
(1) huruf 1 terbatas hanya bagi peserta meninggal
dunia pasca rawat inap di Fasilitas Keschatan yang
bekerja sama dengan Dinas Keschatan tempat pasicn
dirawat berupa pecmulasaran jenazah dan  tidak
termasuk peti mati.

Bagian Keempat

Pelayanan Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis
Habis Pakai

Pasal 21
Peserta KJS berhak mendapat pclayanan obat, alal
keschatan, dan bahan medis habis pakai yang

dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis.
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Pelayanan obat, alat keschatan, dan bahan medis
habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapau
diberikan pada pelayanan keschatan rawat jalon
dan/atau rawat inap baik di Fasilitas Keschatan tingkat
pertama maupun Fasilitas Keschatan rujukan tingkat
lanjutan.
Bagian Kelima
Pelayanan Skrinning Kesehatan
Pasal 22
Pelayanan  skrining kesehatan  diberikan  sccara
perorangan dan selektif.
Pelayanan skrining keschatan  schagaimana dimakstd
pada ayat (1) ditujukan untuk mendetekst risiko
penyakit dan mencegah  dampak lanjutan dari risiko
penyakit tertentu, yaitu penyakit tidak menular.
Pelayanan skrining kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dimulai dengan analisis riwayal
kesehatan, yang di lakukan sckurang-kurangnya |
(satu) tahun sckali.
Dalam hal peserta KJS teridentifikasi mempunyai risiko
berdasarkan riwayat keschatan scbagaimana dimaksud
pada ayat (3), dilakukan pcnegakan diagnosa melalu
pemeriksaan penunjang diagnostik tertentu.
Peserta KJS yang telah terdiagnosa penyakit tertentu
berdasarkan penegakan diagnosa scbagaimana
dimaksud pada ayat (4) diberikan pengobatan scsuai
dengan indikasi medis.
Pelayanan skrining kesehatan scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan scsuai dengan indikasi medis.
Bagian Keenam
Pelayanan Ambulan
Pasal 23

Pclayanan Ambulan merupakan pelayanan transportasi
pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar Fasilitas
Keschatan disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga
kestabilan  kondisi  pasien  untuk = kepentingan
keselamatan pasien.

Pelayanan Ambulan hanya dijamin bila rujukan
dilakukan pada Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama
dengan Dinas Kesehatan atau pada kasus gawat daruratl
dari Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama
dengan Dinas Kesehatan dengan tujuan penyclamatan
nyawa pasien.
Bagian Ketujuh
Pelayanan Dalam Keadaan Gawat Darurat
Pasal 24

Peserta KJS yang memerlukan pelayanan gawal
darurat dapat langsung memperoleh pelayanan
sctiap Fasilitas Keschatan.

-
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Peserta KJS yang menerima pelayanan keschatan di
fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan
Dinas Kesehatan, harus segera dirujuk ke Fasilitas
Kesehatan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan
setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasicn
dalam kondisi dapat dipindahkan.

BAB VIII

TATA LAKSANA PEMBIAYAAN
Pasal 25

Biaya pelayanan kesehatan bagi peserta KJS di fasilitas
pelayanan  kesehatan menjadi  tanggung jawab
Pemerintah Daerah.
Tarif pelayanan keschatan bagi peserta KJS di fasilitas
pclayanan keschatan tingkat pertama mengacu pada
ketentuan taril scsuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Tarif pelayanan keschatan bagi peserta KJS di fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat kedua dan ketiga mengacu
pada paket INA CBG's 4.0.
Fasilitas pelayanan keschatan tingkat pertama yang
melayani peserta KJS mengajukan  klaim  pelayanan
kepada Dinas Keschatan.
Fasilitas pelayanan keschatan tingkat lanjutan yang
melayani peserta KJS mengajukan klaim pclayanan
kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kcuangan dan
Aset Daerah.
Verifikasi  klaim pelayanan  keschatan di  fasilitas
pelayanan keschatan dilakukan oleh Dinas Keschatan
dan/atau Verifikator Independen scbelum  diserahkan
kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah untuk diberikan penggantian  biaya
pelayanan kesehatan.
Verifikator independen sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) diangkat olch Dinas Keschatan dan diberikan
honorarium yang bersumber dari APBD scsuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Ketentuan terkait verilikator independen schagaimana
dimaksud pada ayat (7) ditctapkan lcbih lanjut olch
Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

Dalam  rangka  pengendalian,  Dinas  Keschatan
& peng

melaksanakan monitoring dan cvaluasi pelaksanaan
jaminan pelayanan keschatan.
Hasil monitoring dan evaluasi scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Dinas Keschatan
kepada Bupati melalui Sekretaris Dacrah sckurang
kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

~
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(3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kceschatan
dapat mengikutsertakan SKPD terkait atau pihak kectiga
yang berkompeten.

Pasal 27

(1) Pengendalian kegiatan pelayanan dalam rangka jaminan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pada fasilitas
pclayanan  keschatan  dilaksanakan  olch = Dinas
Keschatan.

(2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipergunakan sebagai bahan masukan peningkatan
pelayanan kepada fasilitas pelayanan keschatan dan
validasi data pclaksanaan pembayaran.

Pasal 28

Pelaksanaan jaminan keschatan dilaporkan sccara berkala

oleh Kepala Dinas Keschatan kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 29
Pertanggungjawaban jaminan keschatan bagi pescerta KJS
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

(1) Mekanisme pembayaran jaminan keschatan pescerta

jaminan pemeliharaan keschatan yang sclama ini

dipergunakan, tctap berlaku  sampai  dilakukan
penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati
ini.

(2) Sarana pembebasan biaya jaminan pelayanan keschatan
yang selama ini dipergunakan, tetap berlaku sesuai
dengan jangka waktunya atau sampai dengan diganti
dengan yang baru.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Pcraturan Bupati

tentang Peraturan Bupati Nomor 4A Tahun 2013 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna

Surat Pernyataan Miskin dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku lagi.
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Pasal 32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pencempatannya
dalam Berita Dacrah Kabupaten Jombang.

Ditctapkan di Jombang

Pada tanggal 7 oktober 2014
BUPATI JOMBANG,

T

NYONO SUHARLI WIHANDOKO
Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 7 Oktober 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 31 /E
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